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Abstract 

A sale and purchase agreement is one of the most dominant forms of agreement in business practice and social life, 

so that legal certainty regarding its validity and implementation is crucial. In civil law, the principle of 

consensualism is a fundamental principle that determines the birth of an agreement. However, in the practice of 

buying and selling movable goods, problems often arise related to the understanding of this principle, especially 

regarding the legal consequences when one party does not fulfill the agreement. This study aims to analyze the 

application of the principle of consensualism in the sale and purchase agreement of movable goods from a civil 

law perspective and examine the legal consequences for parties who violate this principle. The research method 

used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, through a study of the Civil 

Code (Burgerlijk Wetboek) and the doctrine of contract law. The results of the study indicate that contract law in 

the Burgerlijk Wetboek firmly adheres to the principle of consensualism, as regulated in Article 1458 of the Civil 

Code, which states that a sale and purchase is deemed to have occurred since an agreement regarding goods and 

price was reached, even though the goods have not been delivered and the price has not been paid. Thus, from the 

moment an agreement is entered into, the agreement is binding on the parties and has legal consequences. 

Violations of this agreement can be classified as breach of contract, which can result in legal consequences in the 

form of demands for performance, compensation, or cancellation of the agreement in accordance with applicable 

law. 
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Abstrak 

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling dominan dalam praktik bisnis dan 

kehidupan sosial, sehingga kepastian hukum mengenai keabsahan dan pelaksanaannya sangat penting. Dalam 

hukum perdata, prinsip konsensus merupakan prinsip fundamental yang menentukan lahirnya suatu perjanjian. 

Namun, dalam praktik jual beli barang bergerak, seringkali timbul masalah terkait pemahaman prinsip ini, terutama 

mengenai konsekuensi hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan prinsip konsensus dalam perjanjian jual beli barang bergerak dari perspektif hukum perdata 

dan meneliti konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar prinsip ini. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan konseptual, 

melalui studi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan doktrin hukum kontrak. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hukum kontrak di Burgerlijk Wetboek secara tegas berpegang pada prinsip 

konsensus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHP, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi 

sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum dikirim dan harga belum 

mailto:monikamelina@law.uir.ac.id


62                                                           JOELS: Journal of Election and Leadership, 7 (1), Januari 2026, pp 61-69 

dibayar. Dezngan demikian, sejak saat kesepakatan dibuat, kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan memiliki 

konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak, 

yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pelaksanaan, ganti rugi, atau pembatalan 

kesepakatan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Kata kunci: Pelaksanaan, Prinsip Konsensualisme, Kesepakatan 

 

1. Pendahuluan 

Asas konsensualisme merupakan salah 

satu asas fundamental dalam hukum 

perjanjian yang menempatkan kesepakatan 

para pihak sebagai landasan utama lahirnya 

suatu hubungan hukum yang mengikat. Dalam 

penyampaian yang disampaikan oleh (Yandra 

2021) bahwa asas ini menegaskan bahwa 

suatu perjanjian telah dianggap sah dan 

mempunyai kekuatan mengikat sejak 

tercapainya persesuaian kehendak antara para 

pihak mengenai unsur-unsur pokok perjanjian, 

tanpa mensyaratkan adanya formalitas 

tertentu atau tindakan tambahan, kecuali 

apabila undang-undang secara tegas 

menentukan sebaliknya. Dengan demikian ini 

juga ada dalam penyampaian yang 

disampaikan oleh (Thalia et al. 2025) 

kehendak bebas para pihak menjadi elemen 

sentral dalam pembentukan perikatan. Dalam 

doktrin hukum perdata, asas konsensualisme 

dipahami sebagai manifestasi dari prinsip 

kebebasan berkontrak (freedom of contract), 

yang memberikan ruang otonomi bagi para 

pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, 

dan syarat-syarat perjanjian, sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum positif, 

kesusilaan, serta ketertiban umum yang 

berlaku. 

Dalam konteks perjanjian jual beli 

barang bergerak, asas konsensualisme 

memiliki kedudukan yang sangat strategis 

karena berfungsi menentukan saat lahirnya 

perjanjian serta konsekuensi yuridis yang 

timbul bagi para pihak sejak tercapainya 

kesepakatan. Ketentuan Pasal 1458 Burgerlijk 

Wetboek secara eksplisit menyatakan bahwa 

jual beli dianggap telah terjadi sejak para 

pihak mencapai kata sepakat mengenai barang 

dan harga, meskipun barang yang 

diperjualbelikan belum diserahkan dan harga 

belum dibayar. (Kurniawan and Parameswary 

2014) menyampaikan bahwa ketentuan 

tersebut menunjukkan secara jelas bahwa 

hukum perjanjian Indonesia menganut asas 

konsensualisme, sehingga penilaian terhadap 

keabsahan suatu perjanjian jual beli tidak 

bergantung pada telah atau belum 

dilaksanakannya prestasi, melainkan pada 

terpenuhinya unsur kesepakatan sebagai inti 

dari hubungan hukum yang lahir di antara para 

pihak. 

Namun demikian, dalam praktik 

perjanjian jual beli barang bergerak, 

penerapan asas konsensualisme tidak selalu 

berjalan secara konsisten dengan ketentuan 

normatif yang diatur dalam Burgerlijk 

Wetboek. Dalampenelitian (Usanti 2012) 

terdapat masih sering ditemukan pemahaman 

di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat 

bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah dan 

mengikat secara hukum setelah dilakukan 

penyerahan barang atau pembayaran harga. 

Pandangan tersebut mencerminkan adanya 

kecenderungan pendekatan faktual atau 

bahkan formalistik yang menggeser makna 

asas konsensualisme sebagaimana 

dirumuskan dalam hukum perdata. Hal ini 

juga disampaikan oleh (Pratama and 

Priandhini 2023) kondisi ini berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama 

ketika salah satu pihak mengingkari 

kesepakatan yang telah dicapai sebelum 

prestasi dilaksanakan, sehingga memunculkan 

perdebatan mengenai status hukum perjanjian, 

bentuk wanprestasi, serta tanggung jawab 

hukum yang dapat dibebankan kepada pihak 

yang ingkar. 

Di sisi lain, kajian-kajian terdahulu pada 

umumnya masih menempatkan asas 

konsensualisme sebatas sebagai bagian dari 

syarat sahnya perjanjian, tanpa 

mengaitkannya secara lebih mendalam 

dengan persoalan implementatif yang muncul 
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dalam praktik bisnis kontemporer. Padahal ini 

juga disampaikan oleh (Menciptakan and 

Hukum 2021) perkembangan transaksi 

modern menunjukkan semakin meningkatnya 

perjanjian jual beli barang bergerak yang 

dilakukan secara sederhana, cepat, dan bahkan 

tanpa dokumentasi tertulis, baik melalui 

komunikasi elektronik maupun kesepakatan 

informal. Pernyataan yang dsampaikan oleh 

(Aceh 2020) fenomena tersebut secara nyata 

menguji relevansi dan konsistensi penerapan 

asas konsensualisme sebagaimana 

dirumuskan dalam Burgerlijk Wetboek, 

sekaligus menuntut adanya penafsiran hukum 

yang lebih kontekstual. 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat 

celah kajian (research gap) yang signifikan 

terkait bagaimana asas konsensualisme 

diterapkan secara nyata dalam perjanjian jual 

beli barang bergerak serta bagaimana akibat 

hukum yang timbul apabila salah satu pihak 

tidak melaksanakan kesepakatan yang telah 

dicapai. Oleh karena itu hal ini juga 

disampaikan oleh (Walukow 2015) penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis secara 

yuridis penerapan asas konsensualisme dalam 

perjanjian jual beli barang bergerak menurut 

perspektif hukum perdata, sekaligus mengkaji 

akibat hukum yang timbul bagi pihak yang 

melanggar asas tersebut. Kajian ini 

diharapkan tidak hanya memberikan 

kontribusi teoretis dalam pengembangan 

doktrin hukum perjanjian, tetapi juga 

memberikan kontribusi praktis dalam 

memperkuat kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi para pihak dalam 

transaksi jual beli barang bergerak. 

 

2. Perspektif Teoretis 

1. Asas Konsensualisme sebagai Prinsip 

Teoretis dalam Hukum Perjanjian 

Dalam literatur hukum perjanjian, asas 

konsensualisme secara luas dipahami sebagai 

prinsip yang menempatkan kesepakatan para 

pihak (consensus ad idem) sebagai sumber 

utama lahirnya perikatan. Prinsip ini berakar 

pada wilstheorie (teori kehendak), yang 

memandang perjanjian sebagai hasil 

pertemuan kehendak bebas para pihak yang 

secara yuridis menimbulkan akibat hukum 

sejak kehendak tersebut saling bersesuaian. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh (Sinaga 

et al. 2024) sejumlah sarjana hukum perdata 

menegaskan bahwa keberlakuan perjanjian 

tidak ditentukan oleh pemenuhan prestasi, 

melainkan oleh adanya persetujuan mengenai 

unsur-unsur esensial perjanjian, khususnya 

objek dan causa yang diperjanjikan. 

Dalam kerangka hukum perdata positif, 

asas konsensualisme berfungsi sebagai 

mekanisme normatif yang menjamin 

kepastian hukum sekaligus merefleksikan 

prinsip kebebasan berkontrak. Ketentuan 

Pasal 1458 Burgerlijk Wetboek (BW) secara 

eksplisit menegaskan bahwa jual beli 

dianggap telah terjadi sejak tercapainya 

kesepakatan mengenai barang dan harga. 

Dalam narasi yang disampaikan oleh (Priyono 

2018) ketentuan ini menunjukkan bahwa 

hukum perjanjian Indonesia menganut 

pendekatan obligatoir, di mana kesepakatan 

melahirkan hak dan kewajiban hukum, 

sedangkan peralihan hak milik merupakan 

tahap lanjutan dalam pelaksanaan perjanjian. 

Namun demikian, sejumlah kajian kritis 

menunjukkan adanya ketegangan antara 

konstruksi normatif asas konsensualisme yang 

bersifat abstrak dengan praktik transaksi yang 

berkembang di masyarakat. Dalam praktik 

jual beli barang bergerak, keabsahan 

perjanjian sering kali dinilai berdasarkan 

penyerahan fisik barang atau pembayaran 

harga, bukan pada saat tercapainya 

kesepakatan. Dalam kutipan yang 

disampaikan oleh (Enan Nova Solihin, 

Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah 

Bhakti 2025) perbedaan pemahaman ini 

mengindikasikan adanya kelemahan dalam 

internalisasi asas konsensualisme dalam 

praktik, sekaligus menimbulkan pertanyaan 

mengenai efektivitas asas tersebut sebagai 

instrumen kepastian hukum. Disampaikan 

oleh (Saisab, Rombot, and Gerungan 2021) 

ketegangan normative empiris inilah yang 
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menjadi titik kritis dalam menilai konsistensi 

penerapan asas konsensualisme dalam praktik 

perjanjian jual beli barang bergerak. 

2. Konsep Barang Bergerak dalam Kerang

ka Hukum Kebendaan BW 

Dalam teori hukum kebendaan, barang 

bergerak dipahami sebagai objek hukum yang 

secara fisik dapat dipindahkan dan tidak 

melekat pada tanah. Burgerlijk Wetboek 

mengklasifikasikan barang bergerak sebagai 

objek yang memiliki karakter fleksibel dalam 

penguasaan dan peralihannya, baik secara 

faktual maupun yuridis. Dalam pernyataan 

yang disampaikan oleh (Ahmad Sidqi 2023) 

karakteristik ini berdampak langsung pada 

cara hukum mengatur hubungan hukum antara 

penjual dan pembeli, khususnya dalam 

konteks pemisahan antara hubungan perikatan 

dan hubungan kebendaan. 

Literatur hukum kebendaan  menegaska

n bahwa barang bergerak memungkinkan 

terjadinya pemisahan yang tegas antara 

hubungan obligatoir dan peralihan hak milik. 

Meskipun perjanjian jual beli telah lahir secara 

sah melalui kesepakatan para pihak, hak milik 

atas barang bergerak baru berpindah setelah 

dilakukan penyerahan yuridis sebagaimana 

diatur dalam Pasal 612, 613, dan 616 BW. 

Pemisahan ini merupakan konstruksi teoritis 

yang penting untuk menegaskan bahwa asas 

konsensualisme tidak secara otomatis 

mengakibatkan peralihan hak milik, 

melainkan melahirkan kewajiban hukum 

untuk melakukan penyerahan sebagai tahap 

pelaksanaan perjanjian. 

Namun, beberapa kajian menunjukkan 

bahwa pemisahan konseptual ini sering kali 

tidak dipahami secara utuh dalam praktik, 

sehingga menimbulkan kekeliruan dalam 

menilai saat lahirnya perjanjian dan saat 

berpindahnya hak milik. Analisis yang 

dilakukan oleh (Faridhi, Yandra, and Fahmi 

2022) Kelemahan utama dari pemahaman ini 

terletak pada besarnya potensi risiko sengketa 

yang ditimbulkan, terutama apabila salah satu 

pihak secara sepihak mengingkari  kesepakat

an sebelum proses penyerahan dilakukan, 

sehingga menciptakan ketidakpastian hukum 

bagi pihak lainnya. 

3. Jual Beli dalam Perspektif Teori Perikat

an BW 

Dalam perspektif teori perikatan, jual 

beli menurut BW dikualifikasikan sebagai 

perjanjian timbal balik (wederkerige 

overeenkomst) yang bersifat obligator. Setiap 

pihak memikul kewajiban hukum yang saling 

berhadapan, di mana penjual berkewajiban 

menyerahkan barang dan menjamin 

kenikmatan yang tenteram atas barang 

tersebut, sedangkan pembeli berkewajiban 

membayar harga yang telah disepakati. 

Kesepakatan mengenai objek dan harga 

menjadi elemen esensial yang menentukan 

lahirnya perjanjian jual beli. 

Sifat obligator perjanjian jual beli 

menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap 

kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai 

wanprestasi, meskipun prestasi belum 

dilaksanakan. Dalam konteks ini sebagaimana 

yang disampaikan oleh (Van F.C et al. 2022) 

asas konsensualisme berfungsi tidak hanya 

sebagai dasar lahirnya perjanjian, tetapi juga 

sebagai parameter normatif untuk menilai 

keberadaan hubungan hukum yang mengikat 

serta menentukan akibat hukum ketika salah 

satu pihak ingkar terhadap kewajibannya. 

Meskipun demikian, sebagian literatur 

masih menunjukkan perbedaan pandangan 

mengenai batasan wanprestasi dalam fase pra-

penyerahan barang. Analisi yang dilaukan 

oleh (Aulia Apriadi et al. 2025) perbedaan ini 

menunjukkan adanya ruang perdebatan 

akademik yang relevan untuk dikaji lebih 

lanjut, khususnya dalam konteks transaksi jual 

beli barang bergerak yang dilakukan secara 

cepat dan informal. 

4. Kerangka Konseptual (Theoretical  Fra

mework) Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian ini 

disusun untuk memberikan landasan teoretis 

yang sistematis dalam menganalisis persoalan 
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hukum jual beli barang bergerak, khususnya 

terkait hubungan antara kesepakatan para 

pihak dan akibat hukumnya. Kerangka ini 

dibangun atas integrasi tiga konsep utama, 

yaitu: (1) asas konsensualisme sebagai prinsip 

pembentuk perjanjian, (2) karakteristik barang 

bergerak dalam hukum kebendaan Burgerlijk 

Wetboek (BW), dan (3) sifat obligator 

perjanjian jual beli dalam hukum perikatan. 

Penegasan kerangka ini menjadi penting 

karena dalam praktik transaksi jual beli barang 

bergerak masih sering terjadi kekeliruan 

pemahaman antara lahirnya perikatan dengan 

beralihnya hak milik (Esau Djaha 2022). 

Banyak pelaku transaksi menganggap bahwa 

kesepakatan para pihak secara otomatis 

memindahkan hak milik, tanpa  memperhatik

an konstruksi yuridis pemisahan antara hukum 

perikatan dan hukum kebendaan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara 

norma hukum yang bersifat dogmatis dengan 

realitas praktik transaksi, yang hingga kini 

belum dianalisis secara mendalam melalui 

pendekatan konseptual yang terintegrasi. 

Dalam konteks tersebut, teori tidak 

ditempatkan sebagai pelengkap normatif, 

melainkan digunakan sebagai pisau analisis 

untuk membedah permasalahan hukum. Asas 

konsensualisme digunakan untuk 

menganalisis titik lahirnya perjanjian dan 

kekuatan mengikat kesepakatan para pihak. 

Teori hukum kebendaan mengenai barang 

bergerak digunakan untuk menguji secara 

kritis kapan dan bagaimana peralihan hak 

milik terjadi secara sah menurut hukum 

positif. Sementara itu, sifat obligator 

perjanjian jual beli dijadikan alat analisis 

untuk menjelaskan konsekuensi yuridis yang 

timbul ketika salah satu pihak wanprestasi, 

termasuk batasan antara hak menuntut 

pemenuhan prestasi dan klaim atas 

kepemilikan benda. 

Dengan demikian, kerangka konseptual 

ini memberikan justifikasi akademik bahwa 

penelitian tidak berhenti pada pemaparan 

norma hukum secara deskriptif, melainkan 

bergerak ke arah analisis kritis terhadap 

penerapan asas-asas hukum perjanjian dan 

kebendaan dalam praktik jual beli barang 

bergerak. Melalui penggunaan teori sebagai 

instrumen analisis, penelitian ini diharapkan 

mampu menjelaskan secara argumentatif 

hubungan kausal antara kesepakatan, 

perikatan, dan peralihan hak milik, sekaligus 

mengungkap akar permasalahan hukum yang 

kerap menimbulkan sengketa dalam praktik 

transaksi. 

3. Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif yang memandang hukum 

sebagai norma dalam sistem hukum positif, 

dengan fokus pada analisis peraturan 

perundang-undangan, asas-asas hukum, dan 

doktrin yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi pendekatan  perundan 

undangan (statute approach) dan  pendekatan

konseptual (conceptual  approach). Pendekat

an perundang undangan  dilakukan dengan 

menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengatur asas konsensualisme dalam 

perjanjian jual beli barang bergerak, 

khususnya yang terdapat dalam Burgerlijk 

Wetboek. Sementara itu, pendekatan  konsept

ual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, 

dan doktrin hukum perjanjian yang 

berkembang dalam literatur hukum guna 

memperkuat analisis normatif terhadap objek 

penelitian. 

Sumber data penelitian ini berupa data 

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer 

terdiri atas peraturan perundang-undangan 

dan putusan pengadilan yang relevan, bahan 

hukum sekunder mencakup doktrin dan 

pendapat ahli dalam buku serta jurnal ilmiah, 

sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus 

hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung 

lainnya. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi kepustakaan dengan menelusuri 

dan menelaah sumber-sumber yang relevan 



66                                                           JOELS: Journal of Election and Leadership, 7 (1), Januari 2026, pp 61-69 

dengan permasalahan penelitian. Bahan 

hukum tersebut dianalisis secara kualitatif 

menggunakan teknik deskriptif-analitis guna 

memperoleh pemahaman mengenai penerapan 

asas konsensualisme serta akibat hukum 

pelanggarannya dalam perjanjian jual beli 

barang bergerak menurut hukum perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

1. Penerapan Asas Konsensualisme dalam 

Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak  

Jika kalimat setelahnya ingin saya 

lanjutkan atau Anda ingin saya 

menyempurnakan satu paragraf penuh bagian 

“Perspektif Hukum Perdata”, silakan kirimkan 

lanjutan teksnya. Saya bisa menyesuaikan 

gaya bahasa agar konsisten dengan standar 

penulisan skripsi. hukum perjanjian dalam 

Burgerlijk Wetboek secara konsisten 

menganut asas konsensualisme sebagai dasar 

lahirnya perjanjian jual beli barang bergerak. 

Pasal 1458 KUHPerdata menegaskan bahwa 

jual beli dianggap telah terjadi sejak 

tercapainya kesepakatan mengenai barang dan 

harga, meskipun barang belum diserahkan dan 

harga belum dibayar. Jika Anda ingin, saya 

dapat melanjutkan penyempurnaan satu 

paragraf penuh agar alurnya lebih akademik 

dan konsisten dengan gaya penulisan skripsi. 

consensus ad idem sebagai titik lahirnya 

perjanjian, sejalan dengan doktrin klasik yang 

memandang kesepakatan sebagai sumber 

utama perikatan (Subekti; R. Setiawan). 

Asas konsensualisme berfungsi 

menjamin kepastian hukum sejak tahap awal 

transaksi karena kesepakatan tersebut secara 

langsung melahirkan hubungan perikatan 

yang mengikat para pihak sebagaimana 

undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata). Namun, penelitian ini 

menemukan adanya ketidaksinkronan dalam 

praktik, di mana keabsahan perjanjian masih 

sering dikaitkan dengan penyerahan barang 

atau pembayaran harga. Menurut Shaleh dan 

Fawaid (2025), pandangan ini mencerminkan 

pendekatan faktual-formalistik yang 

mengaburkan pembedaan antara perikatan dan 

peralihan hak milik. Secara teoretis, jual beli 

dalam BW bersifat obligatoir, sehingga 

kesepakatan hanya menimbulkan hak dan 

kewajiban, sedangkan peralihan hak milik atas 

barang bergerak mensyaratkan penyerahan 

yuridis (Pasal 612 KUHPerdata). Oleh karena 

itu, menurut Unggul Julius (2024), Meskipun 

hak milik belum berpindah, pelanggaran 

terhadap asas konsensualisme dalam 

perjanjian jual beli tetap menimbulkan akibat 

hukum bagi pihak yang ingkar terhadap 

kesepakatan yang telah dibuat. Situasi ini 

menunjukkan bahwa meskipun secara formal 

proses pengalihan kepemilikan belum 

sepenuhnya dilaksanakan, setiap tindakan 

yang bertentangan dengan isi perjanjian dapat 

memicu konsekuensi yang signifikan di mata 

hukum. Oleh karena itu, perjanjian yang telah 

disepakati tetap dianggap sah dan mengikat 

bagi semua pihak yang terlibat, dan kegagalan 

untuk melaksanakan prestasi yang telah 

disepakati sebelumnya bukanlah sebuah 

indikasi bahwa perjanjian itu tidak ada; 

sebaliknya, hal ini justru mencerminkan 

adanya pelanggaran terhadap ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian yang telah ada. 

Dengan demikian, pihak yang ingkar tetap 

bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, 

dan dapat dikenakan sanksi atau tuntutan 
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hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(Hofmann; Pitlo). Keberadaan perjanjian ini 

menggarisbawahi pentingnya menghormati 

kesepakatan yang telah dibuat untuk menjaga 

kepercayaan dan integritas dalam hubungan 

bisnis antar pihak. 

2. Akibat Hukum bagi Pihak yang  Melang

gar Asas Konsensualisme dalam  Perjanjia

n Jual Beli 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelanggaran terhadap asas konsensualisme 

dalam perjanjian jual beli barang bergerak 

berimplikasi pada terjadinya wanprestasi. 

Sejak tercapainya kesepakatan, para pihak 

telah terikat dalam suatu hubungan hukum 

yang melahirkan kewajiban untuk 

melaksanakan prestasi sebagaimana 

diperjanjikan (Pasal 1233 dan Pasal 1320 

KUHPerdata). Dengan demikian, Afifah 

(2025) menegaskan bahwa pengingkaran 

terhadap kesepakatan, termasuk pembatalan 

sepihak sebelum prestasi dilaksanakan, tetap 

menimbulkan akibat hukum. 

Dalam hukum perdata, wanprestasi 

dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, 

pemenuhan yang tidak sempurna, 

keterlambatan, atau pelanggaran terhadap 

larangan yang diperjanjikan (Pasal 1238 

KUHPerdata; Subekti). KUHPerdata 

memberikan hak kepada pihak yang dirugikan 

untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti 

rugi, pembatalan perjanjian, atau akibat 

hukum lain yang relevan (Pasal 1243, Pasal 

1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata). Dalam 

konteks ini juga disampaikan oleh (Eriyanti 

and Ridwan 2022) asas konsensualisme 

berfungsi sebagai dasar legitimasi penegakan 

hak, karena hubungan hukum telah lahir 

secara sah sejak tercapainya kesepakatan. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

kesalahpahaman terhadap asas  konsensualis

me, khususnya dalam perjanjian yang tidak 

dituangkan secara tertulis, berpotensi 

melemahkan perlindungan hukum bagi pihak 

yang dirugikan. Hal tersebut juga ditegaskan 

oleh Usman (2021) bahwa secara normatif, 

kesepakatan yang dapat dibuktikan baik 

secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan 

para pihak telah cukup untuk membuktikan 

adanya perjanjian yang sah dan mengikat 

(Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata). 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

hukum perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek 

secara tegas menganut asas konsensualisme 

sebagai dasar lahirnya perjanjian jual beli 

barang bergerak. Ketentuan Pasal 1458 

KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian 

jual beli telah sah dan mengikat sejak 

tercapainya kesepakatan mengenai barang dan 

harga, tanpa bergantung pada penyerahan 

barang maupun pembayaran harga. Dengan 

demikian, momen lahirnya perjanjian 

ditentukan oleh adanya persesuaian kehendak 

para pihak, bukan oleh pelaksanaan prestasi. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

jual beli dalam BW bersifat obligatoir, 

sehingga kesepakatan melahirkan hubungan 

hukum berupa hak dan kewajiban timbal 

balik, sedangkan peralihan hak milik 

merupakan tahap lanjutan yang mensyaratkan 

adanya penyerahan yuridis. Oleh karena itu, 

pengingkaran terhadap kesepakatan setelah 

tercapainya konsensus tidak dapat dipahami 

sebagai ketiadaan perjanjian, melainkan 

sebagai bentuk wanprestasi yang 

menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hukum bagi pihak yang 

melanggar asas konsensualisme dalam 

perjanjian jual beli timbul sejak kesepakatan 

para pihak dinyatakan sah menurut hukum 

perdata. Pelanggaran tersebut menimbulkan 

tanggung jawab kontraktual berupa 

wanprestasi yang memberi hak kepada pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan 

prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian 

sesuai hukum perikatan. 

Secara normatif, meskipun hak milik 

belum berpindah karena belum dilakukan 

penyerahan secara yuridis, kewajiban para 

pihak tetap mengikat sejak tercapainya 



68                                                           JOELS: Journal of Election and Leadership, 7 (1), Januari 2026, pp 61-69 

konsensus. Dalam praktik, ketidakpahaman 

terhadap pembedaan antara perikatan dan 

peralihan hak milik kerap memicu sengketa 

dan melemahkan kepastian hukum, sehingga 

diperlukan pemahaman yuridis yang lebih 

tepat agar transaksi jual beli selaras dengan 

konstruksi hukum perdata. 
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